ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah DIY dalam mewujudkan pelayanan transportasi publik yang ramah difabel di DIY, hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan pelayanan transportasi publik yang ramah difabel dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode wawancara, dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk memperoleh data yang valid dan reliable. Wawancara dan FGDdilakukan kepada: (1) lima dinas  terkait,  (2) Enam Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap kaum difabel, (3) Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) UGM, (4) Dosen Pendidikan Luar Biasa FIP UNY. Data sekunder berasal dari dokumen yang terdapat pada dinas-dinas terkait dan media massa serta sumber kepustakaan lain seperti buku dan jurnal. Teknik analisis data menggunakan beberapa tahapan:  pemrosesan satuan data, reduksi data, pengkategorisasian data termasuk pemeriksaan keabsahan data, dan penafsiran data. Untuk menguji validitas dan reliabilitas data, peneliti menggunakan trianggulasi yang  dilakukan melalui tiga cara, triangulasi sumber, triangulasi antar peneliti (peer review) dan triangulasi teori.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelayanan transportasi publik yang bersifat responsif dan inklusif belum banyak terwujud di  DIY. Pelayanan transportasi publik  dan mobilitas para penyandang disabilitas kurang terpenuhi dengan layak  dimana sebagian besar hambatan aksesibilitas masih banyak ditemui yang berupa hambatan arsitektural dan prosedural. (2) Pemerintah Kota Yogyakarta telah menjadi pelopor dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang inklusif dan aksesibel bagi difabel, namun  belum diimplementasikan oleh empat kabupaten di wilayah DIY. (3) Pemerintah DIY  menghadapi tiga  hambatan besar dalam upaya mewujudkan pelayanan transportasi yang ramah difabel (inklusif), yaitu: (1) aspek kebijakan, (2) keterbatasan sarana dan prasarana, dan (3) sikap dan perilaku petugas pelayanan yang kurang memahami  konsep pelayanan transportasi publik yang inklusif. Pemenuhan kebutuhan difabel akan dapat berhasil jika seluruh stakeholders, yaitu: Pemerintah, LSM, swasta, kaum difabel dan stakeholders yang lain terlibat untuk mengatasi permasalahan seputar pelayanan transportasi publik di DIY. 

Kata Kunci: pelayanan publik, transportasi, difabel
ABSTRACT

The objectives of this research are to analyze the efforts taken by the government of Yogyakarta in realizing pro-disability public transportation; their hindrances and solutions to overcome those obstacles.


This study was a descriptive qualitative research. The researchers employed interview, documentation and Focus Group Discussion method to gain valid and reliable data. Interview and FGD were conducted in : (1) Dinas Sosial; Perhubungan; Pemukiman dan Prasarana Wilayah; dan Ketertiban; (2) Non Governmental organizations: SIGAB; SABDA; LOD; and UCP were interested to disabled people; (3) Center for Transportation and Logistic Studies (PUSTRAL) Gadjah Mada University; Lecturers in Special Education UNY. Meanwhile, secondary data were derived from documents contained in the relevant agencies and the media as well as other literary sources such as books and journals. To test the validity and reliability of the data, the researchers used triangulation in three ways: triangulation among researchers (peer review) and triangulation theory. Data analysis used multiple stages: the data processing unit, data reduction including the examination of the validity of data categorization, and interpretation of data . 

The results showed that : (1) public transportation services that are responsive and inclusive yet implemented in DIY. Public transportation services and the mobility of persons with disabilities were lack and feasible where there were still many barriers for disabled people to accessbuildings due to the form of architectural and procedural barriers. (2) The Government of the city of Yogyakarta has been a pioneer in the provision of transportation facilities and infrastructure that were inclusive and accessible to the disabled, but it has not been implemented by the four districts in DIY. (3) The Government of DIY faced three major obstacles in the effort to create disabled -friendly transportation services (inclusive) , namely : (1) policy aspects, (2) limited facilities and infrastructure, and (3) the attitude and behavior of service personnel who do not understand the concept of inclusive of public transport services. Meeting the needs of disabled people will be able to succeed if all stakeholders: government , NGOs , private sectors, people with disabilities and other stakeholders involved to address issues around public transport services in DIY .
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